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a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal
25 ayat (1) sampai ayat (3) Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi PelaksanaanRencana Pembangunan
Daerah, Mewujudkan Satuan Kerja Perangkat
Daerah, Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA)
sebagai acuan pelaksanaantugas fungsi;

b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah

Kabupaten Timor Tengah Utara tentang Rencana
PembangunanJangka MenengahKabupatenTimor
Tengah Utara Tahun 2021 - 2026 maka Rencana
Srtategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
kabupaten Timor Tengah Utara perlu dilakukan
revisi dan penyesuaian;

Menimbang

KEPALABADANKESATUANBANGSADAN POLITIK
KABUPATENTIMORTENGAH UTARA

TENTANG
RENCANASTRATEGIS

BADANKESATUANBANGSADAN POLITIK
KABUPATENTIMORTENGAH UTARATAHUN 2021-2026

KEPUTUSAN
KEPALABADANKESATUANBANGSADAN POLITIK

KABUPATENTIMORTENGAH UTARA
NOMOR : 050/88/KESBANGPOL

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JI. Basuki Rachmat Kefamenanu, Tip/Fax (0388) 31222

Email: kesbangpolkefa@gmail.com



c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan

keputusan Kepala Badan Kesatuan 8angsa dan

Politik tentang Perubahan Rencana Strategis

8adan Kesatuan 8angsa dan Politik Kabupaten

Timor Tengah Utara Tahun 2021 - 2026.

1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421) ;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4286);

3. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438 ) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817;

Mengingat



6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
Tentang PembagianUrusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4737 ) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
Tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor25);

8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
PembangunanDaerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
PedomanPengelolaan KeuanganDaerah ;

11. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi
NusaTenggaraTimur Tahun 2005-2025 (Lembaran
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Menetapkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-

2026;

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026

adalah Dokumen Perencanaan 5 (lima) Tahunan dari

Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026;

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 ini

menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Tahunan dan Pengukuran kinerja 5 (lima) Tahunan;

MEMUTUSKAN

Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008

Nomor 001 Seri E Nomor 001, Tambahan

Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur

Nomor 0011 );

12. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara

Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten

Timor Tengah Utara (Lembaran Daerah Kabupaten

Timor Tengah Utara Tahun 2016 Nomor 12,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor

Tengah Utara Nomor 86);

13. Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 18

Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Timor Tengah Utara;

KETIGA

KEDUA

Menetapkan :

PERTAMA :



-

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026
sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkandan keputusan ini ;
Keputusan ini mulai ber1akusejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan akan ditinjau kembaJi apabila
dikemudian han temyata terdapat kekeliruan dalam
penetapannya.

KELIMA

KEEMPAT
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~PALA BADANKESATUAN BANGSAc1
o D. PO UPATENTTU, ."

Akhir kata semoga dokumen ini memberikan pemahaman dan

pedoman kerja kepada seluruh aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kab. TTU dan memberikan ruang-ruang terbuka dalam

menciptakan kreativitas dalam bekerja,

Diharapkan dokumen ini dapat menjadi acuan dalam

penyusunan dokumen perencanaan tahunan, pada Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten ITU. Target-target kinerja yang telah

ditetapkan pada setiap tahun adalah tanggungjnwab kerja pada setiap

bidang tugas, dengan memanfaaatkan sumber daya yang dimiliki.

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha

Esa atas limpahan rahmat-Nya, sehingga penyusunan dokumen Rencana

Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Timor Tengah

Utara Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan. Rencana strategis ini

mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten ITU Tahun 2021-2026, dengan maksud

mengarahkan tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah

secara terencana dan terpadu serta berkesinambungan dan dapat

dipertanggungjawabkan.

KATA PENGANTARI
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Demokratis dan Mandiri me la lui Pemberdayaan Potensi

Sumber Daya Manusia dan !3umber Daya A lam, dalam urusan

Pemerintahan Umum.

Sejahtera, Adil,Masyarakat Timor Tengah Utara yang

Berangkat dari hal tersebut Pemerintah Kabupaten Timor

Tengah Utara telah menyusun RPJMDKabupaten TTUtahun 2021-

2026 yang menjadi pedoman bagi perangkat daerah untuk dapat

menyusun Rencana Strategis 5 (lima) tahunan. Dalam rangka

mensinergikan program dan kegiatan penye1enggaraan tugas di

bidang kesatuan bangsa dan politik perlu dilakukan penyesuaian

terhadap Rencana Strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten TTUuntuk menyesuaikan indikator dan target

pembangunan lima tahun.

Penyelarasan ini merupakan bentuk upaya nyata dalam

melaksanakan Visi dan Misi Bupati TTUyaitu Visi Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 adalah: Terwujudnya

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada

daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD).Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari

Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah yang penyusunannya

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) dengan memperhatikan RPJM Propinsi dan Nasional.

RPJMD ini memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi

pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program kerja

perangkat daerah, disertai dengan rencana-rencana kerja dalam

kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

BABI

PENDAHULUAN
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Selain itu te1ah diketahui bahwa penyelenggaraan tugas di

bidang kesatuan bangsa dan politik adalah urusan pemerintahan

umum yang dilimpahkan ke daerah, sehingga dokumen rencana

strategis ini berkaitan erat dan bersinergi dengan target dan

indikator sasaran dalam Rencana Strategis Direktorat J endral

Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dan

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi

Nusa Tenggara Timur.

Keterkaitan Rencana Strategis perangkat daerah Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten TIU dengan beberapa

dokumen perencanaan di tingkat atasnya dapat dijelaskan sebagai

berikut:

1. RPJM Nasional merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan

Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional yang

memuat strategi Pembangunan Nasional, Kebijakan Umum,

Program KementrianfLembaga dan Lintas Kementrianf

Lembaga, Kewilayahan dan Lintas Kewilayahan;

2. RPJMD Propinsi Nusa Tenggara Timur yang adalah

pengejawantahan dari Visi dan Misi Gubemur Propinsi Nusa

Tenggara Timur, berdasarkan RPJP Propinsi NTI;

3. RPJMD Kabupaten TIU periode 2021-2026 yang adalah

penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih,

berdasarkan RPJP Daerah Kabupaten TIU;

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 memuat Tujuan,

Strategi Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang

diarahkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada bidang

kesatuan bangsa dan politik dengan memaksimalkan sumber daya

yang tersedia dengan tetap memperhatikan perubahan-perubahan

lingkungan strategis yang terjadi.
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1.2. Landasan Hukum.

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor4286);

2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421 ) ;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438).

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Republik.Indonesia Nomor4700).

4. Rancangan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten TID

Tahun 2021-2026. Setelah RPJMD Kabupaten ditetapkan

dengan Peraturan Daerah maka Kepala Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik me1akukan penyempumaan Rancangan Rencana

Strategis menjadi dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik dan menetapkannya dengan Keputusan

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

5. RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi

panduan Zpedomanpenyusunan Rencana KerjaBadan Kesatuan

Bangsa dan Politik dalam penyusunan RKPDsetiap tahun yang

memuat Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

penyelenggaraan bidang kesatuan bangsa dan politik.

1
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5. Undang-Undan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4846).

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5887)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 ten tang Tata Cara

Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia

Nomor 6041).

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008

tentang Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042)

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322)

12.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor6402)

13.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)

14.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun

2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 10).

15.Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)

16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang

Pembuatan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerab (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

459)

17.Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 11 Tahun 2019 tentang

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintaban di

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 194)

1



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)

21. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1

Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 -

2025 (Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun

2008 Nomor 001 Seri E Nomor 001, Tambahan Lembaran

Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);

22. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023

(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019

Nomor 004, Tamahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur Nomor 0105)

23. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi

Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 ten tang RPJMD

Provinsi NTI Tahun 2018 - 2023

24. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 19

Tahun 2008 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2008

- 2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara

Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Timor Tengah Utara Nomor 19)

25. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6

Tahun 2012 ten tang RPJPD Kabupaten TIU Tahun 2005 - 2025
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1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap

tahun anggaran;

2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara

efektif,efisien dan berkelanjutan;

3. Menjamin terciptanya keselarasan dan sinergitas

pelaksanaan bidang kesatuan bangsa dan politik dari

pusat, propinsi hingga daerah,

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan

Bangsa dan PolitikKabupaten TIU Tahun 2021-2026 adalah :

Membenkan pedoman bagi pencapaian program kerja di

bidang kesatuan bangsa dan politik selama 5 (lima) tahun,

dengan memperhatikan RPJMDKabupaten TIU Tahun 2021-

2026 yang telah ditetapkan.

b. Tujuan

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

26. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 3

Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor

Tengah Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah

Utara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 92)

27. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 3

Tahun 2021 ten tang RPJMD Kaupaten TIU Tahun 2021 - 2026

(Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor

Tengah Utara Tahun 2021 Nomor 124).
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Setelah permasalahan dan lSU-lSU strategis

teridentifikasi maka pada Bab ini akan dirumuskan

Tujuan dan Sasaran jangka menengah Badan Kesatuan

Bangsa dan PolitikKabupaten TIU.

PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini akan diidentifikasi permasalahan dan isu­

isu strategis dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik,

yang menjadi fokus dati tingkat pusat me1aluiDirektorat

Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian

Dalam Negeri hingga di tingkat Propinsi Nusa Tenggara

Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Propinsi NTI dengan mempedomani Rancangan Awal

RPJMDKabupaten TIU Tahun 2021-2026.

BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN

STRATEGISISU-ISUDANBAB. III PERMASALAHAN

Menggambarkan kondisi pelayanan di Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten TIU me1alui uraian

tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi. Pada

Bab ini juga dijelaskan Kinerja Pe1ayanan Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten TIU dan

mengidentifikasi Peluang dan Tantangan Pengembangan

Pelayanan.

1.4. Sistimatika Penulisan

BAB. I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang disusunnya

Rencana Strategis dan landasan hukum yang menjadi

rujukan penyusunan. Selain itu juga diuraikan tentang

maksud dan tujuan penyusunan dan uraian

sistematikan penyusunan

BAB. II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
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BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara yang digunakan untuk

melaksanakan sasaran yang ditetapkan perangkat

daerah dengan memperhatikan kondisi sumber daya

yang dimilikiperangkat daerah. Hasil penetapan Strategi

dijadikan arah kebijakan jangka menengah dalam

mencapai indikator sasaran.

Bab. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN

Memuat Rencana Program dan Kegiatan disertai pagu

indikatif dalamjangka menengah.

Bab. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ill! dikemukakan Indikator Kinerja

perangkat daerah yang secara langsung menunjukan

kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun

mendatang.

Bab. VIII PENUTUP



Berdasarkan tugas tersebut diatas, berikut adalah

fungsi-fungsi yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan

PolitikKabupaten TIU, sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa

dan Politikdi wilayahkabupaten sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

2. Pelaksanaan Kebijakan dibidang pembinaan ideologi

Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan

politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi,

pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya,

pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat

beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan

pemberdayaan orgamsasi kemasyarakatan serta

pe1aksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan

konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Pe1aksanaan Koordinasi dibidang pembinaan ideologi

Pancasila dan wawasan kebangsaan, penye1enggaraan

politik dalam negen dan kehidupan demokrasi,

pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya,

pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat

beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan

pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politikdibentuk berdasarkan

Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 18 Tahun 2021

yang melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik

di wilayahKabupaten TTU.

A. Fungsi

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH



mengoordinasikan, mengendalikan dan me1aksanakan

program dan kegiatan urusan umum, rumah tangga dan

perlengkapan, administrasi kepegawaian dan

merencanakan,

B. Struktur Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten TIU

mempunyai Struktur Organisasi denan uraian tugasnya

sebagai berikut :

1. KepalaBadan

Membantu Bupati dalam merencanakan,

mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan, mengawasi

dan melaporkan penyelenggaraan urusan bidang

kesatuan bangsa dan politik sesuai RPJMDdan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris

Membantu Kepala Badan dalam

pe1aksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan

konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan

ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan,

penye1enggaraan politik dalam negeri dan kehidupan

demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan

budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra

suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya,

pembinaan dan pemberdayaan orgarusasr

kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional

dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah

kabupaten;

6. Pe1aksanaanadministrasi kesekretariatan badan;

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olehBupati.

/



3. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan

Karakter Bangsa

Membantu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

dalam melaksanakan kebijakan teknis dan penguatan

nilai-nilai ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara,

karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka

tunggal ika dan sejarah kebangsaan.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter

Bangsa membawahi :

3.1. KepalaSub bidang Idiologidan WawasanKebangsaan

Membantu Kepala Bidang Ideologi, Wawasan

Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam

mengoordinasikan dan mengendalikan pengelolaan

dan penatausahaan keuangan dan aset.

merencanakan,Membantu sekretaris dalam

ketatausahaan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan,

penatausahaan keuangan dan aset serta memberikan

pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unit

kerja sesuai ketentuan perundan-undangan.

Sekretariat, membawahi:

2.1. KepalaSub bagian Programdan Anggaran;

Membantu sekretaris dalam mengatur dan

mengendalikan penyusunan dokumen perencanaan

dan anggaran, penyusunan budaya kerja, indikator

kinerja kunci, indikator kinerja utama, perjanjian

kinerja, pelaksanaan evaluasi dan penyusunan

laporan kinerja.

2.2. KepalaSub bagian Umumdan Kepegawaian

Membantu sekretaris dalam mengatur dan

mengendalikan pelaksanaan urusan umum, rumah

tangga dan administrasi kepegawaian.

2.3. KepalaSub bagian Keuangan;

/



5. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya,

Agama dan Organisasi Kemasyarakatan.

4. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri

Memantu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis

pendidikan politik, peningkatan demokrasi dan etika

budaya politik, fasilitasi kelembagaan pemerintah,

perwakilan dan partai politik, pemilihan umum dan

pemantauan situasi politik.

Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi:

4.1. Kepala Sub bidang Pembinaan Politik dan

Peningkatan Demokrasi.

Membantu Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dalam

merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis

pendidikan politik serta peningkatan demokrasi dan

etika budaya politik.

4.2. Kepala Sub bidang Fasilitasi Kelembagaan

Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.

Membantu Kepala Bidang Politik Dalam Negeri

merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis

fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perakilan dan

partai politik.

melaksanakan kebijakan teknis pembinaan dan

penguatan nilai-nilai ideologi dan wawasan

kebangsaan

3.2. Kepala Sub bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa

Membantu Kepala Bidang Ideologi, Wawasan

Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam

melaksanakan kebijakan teknis pembinaan bela

negara dan karakter bangsa.



6. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan

Konflik.

Membantu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

dalam merencanakan, mengoordinasikan, memfasilitasi,

mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan

Memantu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

dalam merencanakan, mengendalikan dan me1aksanakan

kebijakan teknis peningkatan ketahanan ekonomi, sosial,

budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika,

fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat

kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan

ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan

ormas dan ormas asing.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan

Organisasi Kemasyarakatan, membawahi :

5.1. Kepala Sub bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,

Budaya dan Agama.

Membantu Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi,

Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi

Kemasyarakatan dam merencanakan, mengendalikan

dan melaksanakan kebijakan teknis pembinaan dan

pemberdayaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya

dan Agama, pencegahan penyalahgunaan narkotika

dan obat terlarang serta fasilitasi kerukunan

keagamaan dan penghayat kepercayaan.

5.2. Kepala Sub bidang Organisasi Kemasyarakatan.

Membantu Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi,

Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi

Kemasyarakatan dam merencanakan, mengendalikan

dan me1aksanakan kebijakan teknis pendaftaran,

pembinaan pemberdayaan dan pengawasan

organisasi kemasyarakatan (Ormas).



teknis peningkatan kewaspadaan dini, kerjasama intelijen,

pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga

asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi

kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan

konflik.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

membawahi:

6.1. Kepala Sub bidang kewaspadaan dini dan kerja sarna

inte1ijen.

Membantu Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan

Penanganan Konflik dalarn merencanakan,

mengendalikan dan melaksanakan kebijakan teknis

pembinaan kewaspadaan dini dan kerjasama

intelijen.

6.2. Kepala Sub bidang penanganan konflik

Membantu Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan

Penanganan Konflik dalarn merencanakan,

mengendalikan dan me1aksanakan kebijakan teknis

penanganan konflik.

Berikut adalah Garnbar Struktur Organisasi Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik :



Selanjutnya dengan jumlah aparatur diatas, apabila di uraikan

berdasarkan jenjang pendidikan maka dapat dilihat pada tabe1

berikut.

1. Kepala Badan 1

2. Sekretariat 4 5 2

3. Bidang Ideologi, 2

Wawasan

Kebangsaan &

Karakter Bangsa

4. Bidang Politik 3 1

Dalam Negeri

5. Bidang Ketahanan 3 1

Ekonomi, Sosial,

Budaya, Agama dan

ORMAS

6. Bidang 3 1

Kewaspadaan

Nasional dan

Penanganan Konflik

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Secara keseluruhan jumlah Jabatan Struktural,

Pelaksana dan Pegawai Tidak Tetap (PTT)pada Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten TIU keadaan Juli Tahun 2021

diuraikan pada tabel berikut:

Tabel2.1

Jumlah Jabatan Struktural, Pelaksana dan PTT



Selain ketersediaan aparatur secara kuantitas dan

kualitas yang telah disebutkan diatas, ketersediaan peralatan

dan perlengkapan kerja ikut mempengaruhi kinerja perangkat

daerah. Dapat dijelaskan secara umum bahwa ketersediaan

peralatan dan perlengkapan dalam mendukung kerja perangkat

daerah masih dirasakan belum memadai. Beberapa peralatan

sudah mengalami kerusakan kama sudah lama, dan seringkali

menggunakan perlengkapan milik pribadi untuk mendukung

kerja perangkat daerah. Lebih lanjut berikut kondisi peralatan

dan perlengkapan yang dinilai berperan penting dalam

pelaksanaan tugas sehari-hari.

5. STRATA2

15Orang4. STRATA1

9 Orang3. SLTA/ sederajat

2. SLTP/ sederajat

1. SD

Tabe12.2

Jenjang Pendidikan Aparatur



2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan

Kesatuan Bangsa dan Politikdari tahun ke tahun terus berupaya

untuk memberikan kinerja terbaik. Program dan kegiatan yang

telah dilaksanakan untuk mendukung program kerja Kepala

Daerah dan lingkungan strategis antara lain:

• Memberikan pembinaan kepada masyarakat dan generasi

muda tentang wawasan kebangsaan serta meningkatkan

pemahaman makna bela negara dan cinta tanah air;

• Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait dalam

rangka pelaksanaan tugas deteksi dini untuk memberikan

informasi secara cepat dan akurat kepada pimpinan daerah;

Tabel diatas hanya menguraikan peralatan kerja yang

berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas sehari-hari, selain

yang disebutkan diatas terdapat juga peralatan dan perlengkapan

kerja lainnya seperti meja, kursi, lemari dan lain-lain yang tidak

disebutkan namun secara tidak langsung mendukung

pelaksanaan tugas sehari-hari.

l. Personal Computer 2 2

2. Laptop 5 2 7

3. Infocus 1 1

4. Printer 4 2 6

5. Kendaraan Roda 2 7 7

6. Kendaraan Roda4 1 1

Tabel2.3

Jumlah dan Kondisi Peralatan Kerja



Capaian kinerja pe1aksanaan tugas dan fungsi Badan

Kesatuan Bangsa dan PolitikKabupaten TIU dapat dilihat pada

Tabe1berikut :

antar umat beragama;

• Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan

generasi muda dalam berdemokrasi serta pelaksanaan

pemantauan perkembangan politik di daerah.

organisasi

Ormas dan

Melakukan pendataan dan pemantauan

kemasyarakatan serta pembinaan terhadap

pembinaan penyakit masyarakat;

• Melakukan koordinasi dalam rangka pembinaan kerukunan

•
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Selanjutnya Tabel T-C.24 terkait Anggaran dan Realisasi

Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa

dan PolitikKabupaten TimorTengahUtara sebagai berikut :,

Sesuai penyajian pada Tabel T-C.23 dapat dikatakan

bahwa pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 target kinerja Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik tidak sesuai dengan target awal

renstra dikarenakan Panderni Covid-19yang rnewajibkan setiap

Perangkat Daerah rnelakukan pengoptimalisasian

penanggulangan Covid-19 dengan rnengurangi anggaran pada

perangkat daerah masing-masing.

1
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Pada Tabel T-C.24 dapat disimpulkan bahwa secara

kese1uruhan, realisasi anggaran per program dan kegiatan dari

Tahun 2017-2020 diatas 95% dan dapat dikatakan bahwa

semua program dan kegiatan telah terlaksana. Namun kolom

rata-rata pertumbuhan menunjukan bahwa anggaran yang

diberikan tidak mengalami peningkatan. Hal ini terbukti bahwa

Badan Kesatuan Bangs a dan Politik masih sangat

membutuhkan dukungan anggaran yang mencukupi untuk

melaksanakan kegiatan pelayanan publik secara maksimal

dalam hal:

1. Penguatan Kapasitas SDM

2. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional

dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, UUD

1945, pemeliharaan semangat Bhineka Tunggal Ika dan

mempertahankan keutuhan NKRI.

3. Penguatan pendidikan politik dalam kehidupan demokrasi

berdasarkan Pancasila

4. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat

beragama dan organisasi kemasyarakatan.

5. Membentuk jejaring kerja di bidang kewaspadaan nasional

dan penanganan konflik sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan
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2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat

Daerah

Dalam analisis tujuan dan sasaran perangkat daerah,

pengaruh dari luar atau lingkungan eksternal ikut mernpengaruhi

capaian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Identifikasi

pengaruh eksternal juga sangat berkaitan dengan bidang tugas

kesatuan bangsa dan politik, yang mana urusan pernerintahan

urnum ini berhubungan erat dengan perkembangan politiknasional

dan global.Sehinggadi wilayahkabupaten, Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik merniliki peran penting untuk merumuskan kebijakan

untuk menciptakan stabilitas di daerah yang menjadi agregat

kondisi nasional.

A. Ancaman (threats)

Ancaman yang dimaksud adalah segala bentuk

hambatan yang bersumber dari luar perangkat daerah yang

rnempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi. Berdasarkan

identifikasi maka berikut beberapa ancaman 5 (lima)tahun ke

depan yang akan mernpengaruhi capaian kinerja Badan

Kesatuan Bangsa dan PolitikKabupaten TIU, a.1:

1. Semakin rendahnya kesadaran masyarakat dan generasi

muda akan pentingnya perwujudan nilai-nilai Pancasila

dalam kehidupan sehari-hari.

2. Tergerusnya nilai-nilai lokal atau kearifan lokal, akibat

rnasuknya budaya asing bersamaan dengan era globalisasi

yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.

3. Bahaya doktrin sesat yang mengajarkan paham radikalisrne,

yang masuk rnelalui ajaran agama dan doktrin dalam

organisasi kemasyarakatan untuk mengganti dasar negara.
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B. Peluang (opportunity)

Selain terdapat hambatan diatas, Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten TIU juga mengidentifikasi

beberapa peluang yang digunakan untuk memperkecil atau

menekan ancaman yang akan mengganggu capaian kinerja.

Berikut beberapa peluang yang diidentifikasi antara lain:

1. Penguatan kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

dari pusat hingga daerah melalui penguatan regulasi.

2. Kekuatan jejaring kerja dalam suplai informasi dan data

yang obyektifdi lapangan.

3. Dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah daerah.

4. Kesadaran hukum masyarakat dan generasi muda yang

rendah.

5. Kurangnya partisipasi masyarakat dan generasi muda dalam

pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

6. Potensi peredaran narkotika dan obat-obat terlarang.

7. Potensi krisis kepercayaan kepada pemerin tah daerah yang

digerakkan oleh oknum yang tidak bertanggung-jawab.



3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Perangkat Daerah

Keanekaragaman suku, agama dan budaya adalah sebuah

keniscayaan bagi bangsa Indonesia. Hal-hal tersebut merupakan

kekayaan bangsa apabila dapat dikelola dengan baik namun

demikian potensi kerawanan sosial terhadap perbedaan

karakteristik ini terus membayangi bangsa Indonesia, karena

kondisi kemajemukan masyarakat secara umum rawan akan

konflik. Hal ini diperparah dengan pengaruh asing yang masuk

seiring dengan perkembangan teknologi dan perdagangan bebas

yang mengancam kebhinekaan bangsa dan memudarkan nilai­

nilai kebangsaan.

Selain itu sistem demokrasi yang dianut negara Indonesia,

membuka ruang bagi siapa saja untuk berekspresi. Kebebasan

berekspresi sesuai ketentuan dan mengedepankan nilai moral

ketimuran menumbuhkan kualitas demokrasi yang baik, namun

seringkali kebebasan demokrasi menimbulkan lebih banyak

dampak negatif.Di sisi lain pemerataan pembangunan yang belum

optimal seringkali memunculkan ketidakpuasan masyarakat

terhadap kebijakan pemerintah. Hal ini menyebabkan stabilitas

nasional terganggu sehingga akan mempengaruhi pe1aksanaan

pembangunan. Apabila stabilitas di daerah termasuk di wilayah

Kabupaten TIU merupakan agregrat kondisi stabilitas nasional,

maka diperlukan perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa

dan politikyang tepat untuk meme1iharakebhinekaan bangsa.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten TIU

bertugas menyusun kebijakan terkait urusan kesatuan bangsa

dan politik yang merupakan prasyarat bagi terlaksananya

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH



Berdasarkan faktor pendukung dan penghambat yang telab

dikemukaan diatas, maka perlu dilakukan identifikasi

permasalahan sebagai berikut :

menunjang pelaksanaan

tugas aparatur;

untukAgama;

2. Hubungan antara

FORKOPIMDAyang harmonis;

3. Hubungan kerja Kepala

Daerah dengan DPRD sebagai

mitra berjalan dengan baik.

memadai

eksternal seperti Kepolisian, dan loyal kepada atasan;

TNI,Kejaksaan, BINDA,KPUD, 2. Sarana dan peralatan

Bawaslu dan Kementerian kerja yang belum

1. Sumber daya aparatur

yang disiplin, terlatih

1. Hubungan jejaring kerja yang

baik dengan mitra kerja

PenghambatPendukung

pe1aksanan pembangunan di Kabupaten TIU. Peraturan Bupati

Timor Tengah Utara Nomor 18 Tabun 2021 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten TIU menguraikan secara

khusus ten tang tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter

Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Ketabanan Ekonomi, Sosial,

Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan serta Bidang

Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tugas dan fungsi pada

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten TIU, antara lain:

Faktor



3.2. Telaahan Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah

Utara Tahun 2021 - 2026 yaitu "Terwujudnya Masyarakat

Timor Tengah Utara yang Sejahtera, Adil, Demokratis dan

No Masalah Masalah Altar Masalah

Pokok

1. Masih adanya Konflikyang disebabkan oleh Minimnya

potensi konflik berbagai hal seperti perjudian, pemahaman

di masyarakat pencurian, pelecehan, masyarakat yang

Pembunuhan, sadar hukum

penyalahgunaan teknologi

dan informasi, perbedaan

pendapat, perampasan

Iahan y ternaky harta benda,

penyebaran isu yang

mengandung SARA/Hoax,

Ujaran Kebencian,

Demonstrasi Anarkis,

Kekerasan Dalam Rumah

Tangga.

2. Belum Kurangnya partisipasi Kurangnya

optimalnya masyarakat dalam pemahaman

partisipasi menggunakan hak pilih masyarakat dalam

politik di berdemokrasi

masyarakat

Tabel T-B.35
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan

Sasaran Pembangunan Daerah



Mandiri Melalui Pemberdayaan Potensi Sumber Daya Manusia

dan Sumber DayaAlam".

Beberapa pokok pikiran yang terkandung dalam Visi diatas

dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sejahtera, mengandung pengertian bahwa terjadinya

peningkatan pendapatan, pendidikan dan perbaikan derajat

kesehatan masyarakat.

2. Adil, mengandung pengertian bahwa semua masyarakat

memiliki kesamaan hak dan kewajiban dalam hukum dan

pelayanan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan.

3. Demokratis, mengandung pengertian bahwa rakyat memiliki

kebebasan dan kesamaan hak untuk berpartisipasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa sesuai norma

dan ketentuan yang berlaku.

4. Mandiri, mengandung pengertian bahwa kemapanan dan

kemampuan daerah yang diindikasikan dengan ketersediaan

fasilitas publik yang memadali dan memiliki daya saing dalam

semangat otonomidaerah.

5. Sumber Daya Manusia, mengandung pengertian bahwa

kepedulian yang tinggi dengan memposisikan manusia sebagai

pelaku sekaligus tujuan pembangunan, pelayanan

pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

6. Sumber Daya Alam, mengandung pengertian bahwa potensi

yang dikembangkan sekaligus dimanfaatkan untuk sebesar­

besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan

kesinambungan, keseimbangan dan ke1estarianekologis.

Misi Pembangunan Kabupaten Timor Tengah UtaraTahun

2021 - 2026 yaitu:

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat me1aluipengembangan

sektor pertanian.

2. Meningkatkan kualitas SDMme1aluipembangunan pendidikan

dan kesehatan yang berkualitas, merata dan terakses.



dan

muda terhadap

pemahaman

generasidan

mirumnya

kesadaran

masyarakat

1. Meningkatkan

tata kelola

pemerintahan

yang baik, bersih

dan inovatif

• Masih

KesbangpolKDHterpilih

FaktorNo Misi & Program Permasalahan
KDH dan Wk. Pelayanan Badan j---=---=---:-----,--------:-------iPenghambat Pendorong

• Kurangnya • Adanya jaringan

anggaran yang intemet

memadai untuk • Tersedianya

melaksanakan sarana

program dan prasarana

kegiatan di pendukung

bidang kesatuan (Laptop/ PC/

bangsa dan Kendaraan

Visi : Terwujudnya Masyarakat Timor Tengah Utara yang Sejahtera, Adll,

Demokratis dan Mandiri Melalui Pemberdayaan Potensi Sumber Daya Manusia

dan Sumber Daya Alam

Dalam melaksanakan misi terse but diatas, terdapat

program-program kerja yang kemudian akan dijabarkan oleh

.setiap perangkat daerah termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten TIU yang turut mendukung pelaksanaan misi

pemerintah daerah khususnya dalam "Meningkatkan tata kelola

pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif'.

Adapula faktor pendukung dan penghambat dalam

pelaksanaan tugas guna mendukung misi pemerintah daerah

yaitu sebagai berikut :

3. Meningkatkan dan pemerataan pembangunan infrastruktur

daerah.

4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan

inovatif.

5. Pengembangan kawasan strategis daerah, seperti : Penataan

Kota Kefamenanu sebagai Ibukota Kabupaten, pengembangan

kawasan pesisrr pantai dan pengembangan kawasan

perbatasan.



implementasi politik Dinas /

nilai-nilai • Kurangnya Operasional

pancasila dan pendidikan dan • Hubungan

kesadaran bela pelatihan jejaring kerja

negara personil di dengan mitra

• Masih bidang kerja ekstemal

kurangnya kewaspadaan seperti

kesadaran nasional dan -, kepolisian, TNI,

masyarakat penanganan Kejaksaan,

dalam konflik BINDA, KPUD,

berdemokrasi • Sumber daya Bawaslu &

dan berbudaya aparatur yang Kementerian

politik terlatih dan Agama

berdasarkan kreatif baik • Hubungan

nilai-nilai secara antara

pancasila administratif / FORKOPIMDA

• Kurangnya mengelola data

data dan maupun dalam

informasi urusan teknis di

program dan lapangan

kegiatan di

bidang Ormas

• Kurangnya

data dan

informasi yang

diperoleh di

lapangan

terkait

pemantauan

keamanan dan

kenyamanan

lingkungan .



.Ideologi.

12. Indeks Capaian RevolusiMental (ICRM).

nilai Pancasila di Daerah

Meningkatkan implementasi nilai- 1. Indeks Ketahanan Nasional Gatra

2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam

Pemilukada dan Pemilu.

3. Indeks Kinerja Ormas.

Indonesia

Meningkatkan kualitas demokrasi 1. Indeks Demokrasi Indonesia.

Indikator Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Ditjen. Politik
dan Pemerintahan Umum 2020-

2024

Tujuan Strategis Kementerian Dalam Negeri :

"Terwujudnya Stabilitas Politik Dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa"

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Strategis

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum

Tabe13.1

3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten ITU mengacu pada Visi dan Misi pemerintah ITU

2021-2026. Se1ain itu dalam hubungan hierarki dan koordinasi

kerja maka perlu ada keselarasan, keterpaduan dan sinkronisasi

program kerja unit kerja diatasnya yaitu dengan Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Propinsi NIT dan Direktorat Jenderal Politik

dan Pemerintahan Umum pada KementerianDalam NegeriRI.

Berikut adalah salah satu Tujuan Strategis Kementerian

Dalam Negeri yang berkaitan dengan Sasaran Strategis pada

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum yang

merupakan garis hierarki dan koordinasi Badan Kesatuan Bangsa

dan PolitikKabupaten ITU.

yang dapat

berpotensi

konflik
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Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan

PolitikPropinsi NITTahun 2018-2023, sebagai berikut:

1. Tujuan: Mewujudkan Birokrasi yang Efektif,Efisien, Akuntabel

dan Memberikan Pelayanan Publik yang Baik.

2. Sasaran:

• Terwujudnya Peningkatan Pemahaman wawasan Idiologi

Pancasila dan Karakter Kebangsaan. Indikatornya adalah

Cakupan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan

Forum Pembaruan Kebangsaan yang terlibat dalam

Selanjutnya Tujuan , Sasaran dan Indikator Sasaran

Strategis pada Ditjen. Politik dan Pemerintahan Umum, di uraikan

kembali dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Propinsi NIT. Telaahan terhadap Tujuan, Sasaran dan

Indikator Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Propinsi NITmerupakan bagian penting agar keselarasan Program

dan Kegiatan dari Pusat, Propinsi dan di Kabupaten terdapat

kesesuaian.

Sumber: Permendagn. Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementenan

Dalam Negeri2020-2024.

3. Indeks Ketahanan Nasional Gatra

Ekonomi.

4. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial

Budaya.

Meningkatnya kewaspadaan Indeks Kewaspadaan Nasional

nasional

Meningkatnya kualitas 1. Jumlah daerah dengan Indeks

penyelenggaraan trantibumlinmas Penyelenggaraan Trantibumlinmas

kategori "Baik".

~. Indeks Kepuasaan Masyarakat dalam

Penyelenggaraan Trantibumlinmas.



Faktor

Pendukung Penghambat

1. Adanya Program 1. Masih banyak kegiatan yang

Penguatan Ideologi dan tidak terealisasi akibat

Karakter Kebangsaan mimmnya anggaran yang

2. Adanya pendidikan politik tersedia untuk

dan pembinaan partaj mengoptimalkan program

politik di NTI. Gerakan Nasional Revolusi

Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Strategis Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi NTI Tahun 2018-2023

Faktor-faktor yang mempengaruhi tujuan dan sasaran pada

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten TIU, antara lain:

Program Penguatan Ideologi dan Karakter Kebangsaan (141

Lembaga).

• Terwujudnya Pendidikan Politik dan Pembinaan partai

politik di Nusa Tenggara Timur . Indikatornya adalah

Cakupan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan

Lembaga Pendidikan yang Terlibat dalam Program

Peningkatan Peran Partai politik serta pengembangan etika

dan budaya politik (309 Lembaga).

• Meningkatnya Jumlah Organisasi kemasyarakatan yang

divalidasi, Indikatomya adalah Cakupan Peningkatan

pemberdayaan dan pengawasan orgarusasi

kemasyarakatan (49 Lembaga).

• Meningkatnya ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Indikatornya adalah Meningkatnya ketahanan Organisasi

Kemasyarakatan terhadap Ekonomi, Sosial dan Budaya .

• Terlaksananya Peningkatan kewaspadaan nasional dan

penanganan konflik sosial. Indikatornya adalah Cakupan

Konflik Sosial yang ditangani setiap tahun.



3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis.

Pe1aksanaan urusan pemerintahan umum dalam bidang

kesatuan bangsa dan politik bersifat non-fisik yang tidak

berkaitan langsung dengan Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan

Kajian LingkunganHidup Strategis.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten TID

me1aksanakan program dan kegiatan yang bersifat mendukung

pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

dengan membangun stabilitas politik, sosial, budaya di daerah.

Hal tersebut diwujudkan dengan mengoptimalkan koordinasi

antara pimpinan daerah, pemuka agama, pimpinan partai politik,

organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten TID.

Mental dan Pembentukan

Forum Pembauran

Kebangsaan.

2. Keterlambatan dalam

menyampaikan Laporan

Pertanggungjawaban bantuan

keuangan partai politik.

3. Kurangnya kesadaran Ormas

dalam menyampaikan laporan

kegiatan organisasi per 6

(enam) bulan sesuai peraturan

yang berlaku serta kurangnya

kesadaran untuk me1akukan

pembaharuan SKTOrmas.

4. Kurangnya data dan informasi

dalam penyusunan Rencana

Aksi Nasional Tk. Kabupaten

TID

Informasi Layanan

Administrasi (SIOLA)bagi

Organisasi

Kemasyarakatan.

4. Mitra kerja eksternal dan

Perangkat Daerah terkait

Sistem3. Tersedianya
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3.5. Penentuan isu - isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis didasarkan pada tugas dan

fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten TIU yang

juga berpedoman pada :

1. Telaahan Tujuan, Sasaran dan Indikator Strategis Direktorat

Jenderal politik dan pemerintahan umum Tahun 2020-2024.

2. Telaahan Tujuan , Sasaran dan Indikator Strategis Badan

Kesatuan Bangsa dan PolitikPropinsi NTI Tahun 2019-2023.

3. Telaahan terhadap Rancangan Awal RPJMD Kabupaten TIU

Tahun 2021-2026.

Hasil telaahan terhadap beberapa dokumen diatas, diperoleh

beberapa isu strategis yang menjadi perhatian dalam penyusunan

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikKabupaten

TIU, sebagai berikut :

1. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan bagi

Generasi Muda dan Masyarakat.

2. Peningkatan Partisipasi PolitikGenerasi Muda dan Masyarakat

melalui Pendidikan Politik.

3. Peningkatan Peran Partai Politik dalam Pendidikan Politik

KepadaMasyarakat.

4. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Aktivitas Organisasi

Kemasyarakatan.

Selain itu capaian Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis dipengaruhi juga dengan terjadinya

permasalahan sosial, konflik, dan beragam penyakit masyarakat.

Sebagai upaya untuk mencegah terjadinya benturan kelompok

kepentingan dalam kehidupan masyarakat, maka peran Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten TIU untuk menciptakan

stabilitas daerah yang kondusif, bagi terciptanya pelaksanaan

pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
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5. Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Penyakit

Masyarakat, Bahaya Narkotika dan Obat Terlarang kepada

Generasi Muda dan Masyarakat.

6. Penguatan Koordinasi dan Kerjasarna Jejaring Kerja dalarn

Rangka Deteksi Dini dan Penanganan Konflik Sosial

7. Peningkatan Koordinasi dan Pengawasan terhadap Orang

Asing dan Lembaga Asing.



4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan orgamsasi perangkat daerah adalah rumusan

mengenai apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu 5 (lima) tahunan, dengan mempedomani misi yang telah

ditetapkan oleh pemerintah daerah. Tujuan akan mengarahkan

perumusan sasaran, indikator sasaran, kebijakan, program dan

kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sedangkan sasaran

merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya

tujuan, berupa pencapaian hasil (outcome) program perangkat

daerah.

Dengan berlandaskan misi kepala daerah yang berkaitan

dengan bidang tugas yaitu Misi ke-4 "Meningkatkan tata kelola

pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif" maka ditetapkan

tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikTahun 2021-2026 yaitu:

"Terwujudnya Stabilitas Daerah yang Kondusif dalam Kesadaran

Kehidupan Berbangsa dan Bernegara". Berikut dijelaskan dalam

tabel secara rinci, keterkaitan antara Tujuan , Sasaran, Indikator

Sasaran dan Target Kinerja.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN
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Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran

organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan dengan program kerja yang

dilaksanakan. Strategi merupakan faktor penting dalam proses

perencanaan, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh

dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan

memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan

lingkungan yang dihadapi. Penjabaran pertama dari strategi adalah

berupa kebijakan, yaitu ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk

dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program

dan kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan

sasaran, dan tujuan organisasi. Penjabaran selanjutnya adalah berupa

program, yaitu berupa kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu

untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah

guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indikator sasaran yang

telah ditetapkan.

Dengan memperhatikan lingkungan strategi yang ada, strategi

yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesatuan

Bangsa dan PolitikKabupaten TIU ditetapkan sebagai berikut :

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam

rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang­

Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, pemeliharaan

semangat Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan keutuhan

NegaraKesatuan Republik Indonesia;

2. Penguatan pendidikan politik dalam kehidupan demokrasi

berdasarkan nilai-nilai Pancasila;

3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama,

dan organisasi kemasyarakatan;

4. Membentukjejaring kerja yang solid dan fasilitasi penanganan konflik

sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

BABV

STRATEGI DAN ARAB KEBIJAKAN



Misi IV : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik,

Bersih dan Inovatif.

Visi : "Terwujudnya Masyarakat Timor Tengah Utara yang

Sejahtera, Adil, Demokratis dan Mandiri melalui

Pemberdayaan Potensi Sumber Daya Manusia dan

Sumber Daya Alam"

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Mewujudkan Meningkatnya lmplementasi Meningkatkan dan

kinerja akuntabilitas reformasi memperluas

Pemerintah kinerja instansi Ibirokrasi dan pemahaman

Daerah yang Pemerintahan ~elayanan ReformasiBirokrasi

profesional, ~ublik melalui kepada SDM

transparan, optimalisasi Aparatur

akuntabel Meningkatnya ~encapaian 1. Meningkatkan
dan responsif kualitas layanan ~arget pada 8 kualitas tata

publik (Smart (delapan) area kelola

Govemance) lPerubahan pemerintahan,

. keuangan dan

keterbukaan

Tabel T-C.26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2021-2026

Hal penting dalam melaksanakan program dan kegiatan adalah

kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan yang tepat.

Arah kebijakan perangkat daerah disesuaikan dengan berbagai hal seperti

kondisi eksternal maupun kondisi sumber daya yang tersedia.

5. Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Pelayanan

Perkantoran, Kepegawaian, dan Keuangan;

6. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah;



",

informasi publik

berbasis SPBE

2. Pengembangan

Inovasi Daerah

Optimalisasi Penataan

implementasi ke1embagaan

sistem perangkat daerah

pemerintahan

berbasis

elektronik (Smart

Governance)

Meningkatnya Perwujudan

Badan Kesbang tpemerintahan yang

dan Politik yang Ibebas dari korupsi

membangun dan birokrasi yang

zona integritas Ibersih dalam

tpe1ayanan kepada

maayarakat



kegiatan danSelanjutnya rmcian rencana program,

pendanaannya dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Kemasyarakatan;

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial

dan Budaya;

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan

Kualitas dan Fasilitasi Penanganan KonflikSosial.

OrganisasiPengawasandanPemberdayaan4. Program

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten TIU Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud

sebagai acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan. Dalam

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten TIU Tahun

2021-2026 terdapat 5 (lima)Program, sebagaimana berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaterr/Kota;

2. Program Penguatan IdeologiPancasila dan Karakter Kebangsaan;

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan

melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya

Politik;

BABVI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
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Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten TIU tidak termuat dalam RPJMD Kabupaten TIU

Tahun 2021-2026 namun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

tetap mendukung visi dan misi kepala daerab dan wakil kepala

daerah dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja, peningkatan

kualitas layanan publik, Optimalisasi implementasi sistem

pemerintaban berbasis elektronik dan peningkatan pembangunan

zona integritas seperti yang tertuang dalam Tabel T-C.28 sebagai

berikut:

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

-,
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~prs.THE
Pembina U ama Muda
NIP.19750 18 199412 1 002

Kefamenanu, 11Oktober 2021

..I>KEPALABADANKESATUANBANGSA9
lYDANPOLITIKKABUPATENTIU, -(

perencanaan.

Akhir kata semoga program dan kegiatan yang dilaksanakan

membangun stabilitas daerah dan membangun karakter penerus bangsa

yang handal, terima kasih.

Dokumen ini masih memungkinkan diadakannya perbaikan­

perbaikan dalam rangka penyempumaan kekurangan-kekurangan dalam

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

TIU Tahun 2021-2026 disajikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan

tugas di bidang urusan bidang kesatuan bangsa dan politik selama periode

5 (lima) Tahun. Dokumen ini juga merupakan komitmen perencanaan

kepada pemangku kepentingan (stakeholders) untuk berperan aktif dalam

penguatan dan pembangunan kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten

TIU.

BAB VIII
PENUTUP
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